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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan

mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah

menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXHXKXHXXIXXX XXX KXEXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir,
Padangsidimpuan, 10-12-1997, Nik.1277025012970008,
agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,
pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Dusun Ill, Desa
Pudun Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua,
Kota Padangsidimpuan, sebagai Penggugat ;

Melawan

XXXXXXXXXXXXHXXHXXXKXEXKXKXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir,
Padangsidimpuan, 24-01-1988, agama Islam, pendidikan
Strata 1, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman
di Jalan Melati, Gang Mesjid, Kelurahan Ujung Padang,
Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota
Padangsidimpuan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01

Agustus 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan Nomor

195/Pdt.G/2019/PA.Pspk, tanggal 01 Agustus 2019, dengan alasan/dalil-dalil

sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah
secara Islam pada tanggal 7 Mei 2017, terdaftar di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, Nomor :
0060/03/Vv/2017, tanggal 08 Mei 2017 ;
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2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan (
belum pernah menikah sebelumnya) dan Tergugat berstatus jejaka ( belum
pernah menikah sebelumnya);

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Tergugat di Jalan Melati, Gang Mesjid, Kelurahan Ujung
Padang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan ;

4. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
bergaul dalam rumah tangga (ba’'da dukhul) dan telah dikaruniai anak 1
(satu) orang bernama : Naura Al-Waagi'ah, perempuan, lahir tanggal
08-05-2018, sekarang ikut bersama dengan Penggugat;

5. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat
adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami
isteri sejak bulan Agustus 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sudah
terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus;

6. Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah
disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- Tergugat pemakai narkoba dan Tergugat tidak menghargai Penggugat
sebagai seorang isteri dimana Tergugat selalu marah-marah terhadap
Penggugat terkadang hanya karena masalah yang sepele Tergugat
marah dan bila Tergugat marah selalu memukul Penggugat dan
Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama sehingga
Penggugat merasa tidak aman lagi hidup bersama dengan Tergugat,
dengan demikian mengakibatkan terjadinya perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada
tanggal 26 Juli 2019 dimana Penggugat dengan Tergugat bertengkar
disebabkan hal tersebut diatas lalu kemudian Penggugat pergi
meninggalkan Tergugat di rumah kediaman bersama di Jalan Melati, Gang
Mesjid, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan,
Kota Padangsidimpuan, sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah
rumah dan ranjang dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan
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Tergugat serta putus hubungan sama sekali hingga sekarang sudah 6
(enam) hari lamanya ;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang
sudah sampai demikian, Penggugat masih berusaha bersabar dengan
harapan Tergugat dapat berubah sikap, namun perilaku dan sikap-sikap
buruk tersebut tetap saja dilakukan Tergugat sehingga Penggugat merasa
tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan
Tergugat dengan demikian Penggugat sudah berketetapan hati untuk
bercerai dari Tergugat ;

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil ;

10. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga
(pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan
dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah
untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin
Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat
dan Tergugat;

11. Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga
menggugat hak pemeliharaan 1 (satu) orang anak Pengugat dengan
Tergugat bernama : Naura Al-Waagi'ah, perempuan, lahir tanggal
08-05-2018, jatuh kepada Penggugat ;

12. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini masih di bawah
umur/belum mandiri yang secara phisikologis anak yang masih di bawah
umur sangat dekat dengan ibunya, maka cukup alasan bagi Penggugat agar
hak pemeliharaan atas anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, jatuh
kepada Penggugat;

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada
Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Cq. Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu
hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan
guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat
mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
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1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat
(XXXXXKXXHXXXXXXXXKXXKXXXXXXXXXXXXXXXXX)  atas  diri  Penggugat

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) )

3. Menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) atas 1 (satu ) orang anak

Penggugat dengan Tergugat bernama : XXxxxxXxXXXXXXxxX, perempuan,
lahir tanggal 08-05-2018, jatuh kepada Penggugat ;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya.
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat
telah datang menghadap ke muka sidang;
Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar
rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
Bahwa mediasi telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat, tetapi
berdasarkan laporan mediator tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan
Tergugat;

Bahwa setelah acara mediasi, Penggugat tidak pernah datang lagi

menghadap dimuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan

patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat
telah dilaksanakan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagai implementasi Perma Nomor 1
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Tahun 2016 juga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setalah acara mediasi, ternyata Penggugat tidak
pernah datang lagi menghadap dimuka sidang meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut, tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu
halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir lagi, maka
majelis menilai Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan surat
gugatannnya, atas dasar itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat
diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan
kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke
Verklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 M. bertepatan
dengan tanggal 25 Muharram 1441 Hijriyah, oleh Arif Hidayat, S.Ag sebagai
Ketua Majelis, Bainar Ritonga, S.Ag dan Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I.,
M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Zainul

Arifin, S.H. sebagai Panitera dihadiri Tergugat diluar dihadirnya Penggugat;
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Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Bainar Ritonga, S.Ag Arif Hidayat, S.Ag

Hakim Anggota,

Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.l., M.A.

Panitera,

H. Zainul Arifin, S.H.
Perincian Biaya :
Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 50.000,00
Biaya Pemanggilan : Rp 580.000,00
Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
Biaya Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 676.000,00
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